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memenuhi semua ketentuan tersebut, maka diberikan surat izin penyelenggaraan

angkutan yang berlaku selama 5 tahun.

BAB III
PEMBAHASAN

Definisi, Peranan dan Pembagian Jenis Moda Transportasi Secara Umum

Transportasi atau pengangkutan secara umum dapat diartikan sebagai usaha
pemindahan atau penggerakan orang atau barang dari suatu lokasi, yang disebut lokasi
asal, ke lokasi lain, yang biasa disebut lokasi tujuan, untuk keperluan tertentu dengan
mempergunakan alat tertentu.*® Keberadaan transportasi sebagai salah satu aspek
pendukung pembangunan ekonomi, berkembangnya industrialisasi, dan majunya

peradaban masyarakat.

Pengangkutan berasal dari kata angkut yang berarti mengangkat dan
membawa, memuat atau mengirimkan. Sedangkan pengangkutan dapat disimpulkan
sebagai suatu proses kegiatan atau gerakan dari suatu tempat ke tempat lain.*'
Pengangkutan didefinisikan sebagai perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda
maupun orang, karena perpindahan itu mutlak dibutuhkan dalam rangka mencapai dan

meninggikan manfaat serta efisien.*

Sedangkan menurut beberapa ahli, pengangkutan atau transportasi
didefinisikan sebagai berikut : Abdulkadir Muhammad memberikan definisi
pengangkutan dimana pengangkutan meliputi tiga dimensi pokok yaitu: Pengangkutan
sebagai usaha (business); Pengangkutan sebagai perjanjian (agreement); dan

pengangkutan sebagai proses (process).”*

30 Fidel Miro, Pengantar Sistem Transportasi, Erlangga, 2012, Jakarta, h. 1.

31 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetakan ketujuh edisi II, Balai
Pustaka, Jakarta, 1996, h. 45.

32 Sinta Uli, Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, Angkutan Darat dan
Angkutan Udara, USU Press, Medan, 2006, h. 20.

33 Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, h.12.
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Lain halnya dengan H.M.N. Purwosutjipto yang mendefinisikan pengangkutan
sebagai perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana
pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau
orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim

mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.*

Pengertian pengangkutan menurut M. N. Nasution adalah sebagai pemindahan
barang dan manusia dari tempat asal menuju tempat tujuannya. Selanjutnya dijelaskan
bahwa proses pengangkutan tersebut merupakan gerakan dari tempat asal, dimana
kegiatan angkutan itu dimulai, ke tempat tujuan, dan ke mana kegiatan pengangkutan
diakhiri.®

24
Terkait definisi transportasi, oun berbeda penyebutannya namun dalam

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengaturnya yang menyatakan : “Angkutan
adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan
menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan”. Pengertian transportasi atau
pengangkutan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam hukum transportasi atau hukum pengangkutan juga dikenal beberapa
asas yang harus diperhatikan agar penyelenggaraannya dapat berjalan dengan baik yang
mana asas-asas tersebut dibagi menjadi dua yaitu asas yang bersifat publik dan asas
yang bersifat perdata. Dalam pembahasan kali ini, penulis akan lebih berfokus pada

asas hukum transportasi yang bersifat publik antara lain:*

a. Asas manfaat yaitu bahwa pengangkutan harus dapat memberikan
manfaat sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan
rakyat dan pengembangan perikehidupan yang berkesinambungan bagi

warga negara, serta upaya peningkatan pertahanan dan keamanan negara;
b. Asas usaha bersama dan kekeluargaan yaitu, bahwa penyelenggaraan

usaha di bidang pengangkutan dilaksanakan untuk mencapai cita-cita dan

34 H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Volume 3: Hukum Pengangkutan,
Djambatan, Jakarta, 1995, h. 2.

35 M.N. Nasution, Manajemen Transportasi, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, h. 3.

36 Nikita Mikail, “Asas-Asas Hukum Pengangkutan”, https://www.scribd.com/document/362138117/Asas-Asas-
Hukum-Pengangkutan, h. 2-3, dikunjungi pada tanggal 28 Mei 2019.
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aspirasi bangsa yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh

lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan;
Asas adil dan merata yaitu, bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus

dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap

lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat;
Asas keseimbangan yaitu, bahwa pengangkutan harus diselenggarakan

sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara
sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa,
antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan

nasional dan internasional;
Asas kepentingan umum Yyaitu, bahwa penyelenggaraan pengangkutan

harus mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas;
Asas keterpaduan yaitu, bahwa Pengangkutan harus merupakan kesatuan

yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi baik

intra maupun antar moda transportasi;
Asas kesadaran hukum yaitu, bahwa mewajibkan kepada pemerintah

untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan
kepada setiap warga negara Indonesia untu selalu sadar dan taat kepada

hukum dalam penyelenggaraan pengangkutan.
Asas percaya pada diri sendiri yaitu, bahwa Pengangkutan harus

berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri,

serta bersendikan kepada kepribadian bangsa;
Asas keselamatan Penumpang, yaitu bahwa setiap penyelenggaraan

pengangkutan penumpang harus disertai dengan asuransi kecelakaan.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat dilepaskan dari keberadaan
alat transportasi atau pengangkutan di negara tersebut. Suatu barang atau komoditi
dapat memiliki nilai menurut tempat dan waktu apabila komoditi tersebut dipindahkan
dari satu tempat ke tempat lain. Dengan menggunakan transportasi dapat menciptakan
suatu barang atau komoditi yang berguna sesuai waktu dan tempat (time utility and

place utility)*’
Yang dimaksud sebagai time utility dan place utility sendiri menurut

Soegijatna Tjakranegara dalam bukunya adalah sebagai berikut:*
1. Kegunaan Tempat (Place Utility). Menimbulkan nilai dari suatu barang

tertentu karena dapat dipindahkan itu, dari tempat di mana barang yang

37Fidel Miro, Op.Cit., h. 6.
38 Soegijatna Tjakranegara, Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, h. 1-

2.
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berlebihan kurang diperlukan di suatu tempat, di mana barang itu sangat
dibutuhkan di tempat lain karena langka. Dalam arti perkataan lain, bahwa
di daerah mana barang dihasilkan dalam jumlah yang berkelebihan nilainya
akan turun, dibandingkan jika di suatu tempat barang tersebut sangat sukar
didapatnya. Tetapi dengan dipindahkan, dikirimkan barang tersebut atau

diangkut ke daerah lain maka harga kebutuhan dapat dipersamakan.

. Kegunaan Waktu (Time Utility). Menimbulkan sebab karena barang-

barang dapat diangkut atau dikirim dari satu tempat ke tempat lain atau dari
part or origin diangkut ke tempat tertentu dimana benda atau barang sangat
dibutuhkan menurut keadaan, waktu, dan kebutuhan. Jika kita tinjau hal
tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengangkut
memegang peranan penting dalam mewujudkan ekonomi dan perdagangan
sebagai sarana pokok penunjang yang menimbulkan eksternal ekonomi di

sektor-sektor perdagangan industri dan pertanian.

Secara umum, peranan transportasi dapat dikelompokkan menjadi peranan

dalam peradaban manusia, peranan ekonomi, peranan sosial, peranan politik, dan

dampak transportasi terhadap lingkungan yaitu:*

1. Peranan Transportasi terhadap Peradaban Manusia

Dengan berkembangnya zaman, manusia sekarang cenderung hidup
menetap dan meninggalkan kebiasaan dimana sering berpindah - pindah
tempat tinggal. Namun dengan semakin beragamnya kebutuhan yang harus
dipenuhi dan keberadaan sumber pemenuhan kebutuhan yang terpencar
maka transportasi berperan mempermudah manusia untuk memenuhi

kebutuhan tersebut.

. Peranan Transportasi terhadap Perekonomian

Di kehidupan sehari-hari, transportasi menjadi faktor penting yang
mempengaruhi proses produksi, distribusi barang dan atau jasa, dan
penyebaran tenaga kerja. Sederhananya, transportasi ikut serta
mempengaruhi harga suatu komoditas barang dan jasa. Hal ini disebabkan
karena adanya biaya transportasi yang dibebankan kepada produsen barang

dan atau jasa.

3. Peranan Transportasi terhadap Kehidupan Sosial

39 Ibid, h. 8.
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Transportasi turut serta mempermudah manusia untuk mempererat
hubungan sosial dengan manusia lainnya. Transportasi dapat menjadi
faktor yang menguatkan hubungan sosial bukan hanya bagi satu individu

dan individu lainya namun juga hubungan antar lembaga.
4. Peranan Transportasi terhadap Politik
Dalam usaha untuk memperkuat persatuan negara dan mendukung

pemerataan pembangunan perlu didukung banyak faktor salah satunya
melalui transportasi. Selain itu, melalui keberadaan transportasi yang
benar-benar dimanfaatkan maka juga dapat membantu usaha pengamanan

negara dari ancaman pihak-pihak tertentu.
5. Peranan Transportasi terhadap Lingkungan
Selain, beberapa peran positif dari transportasi yang telah dinyatakan di

atas juga terdapat beberapa dampak negatif yang timbul antara lain terkait
pemborosan bahan bakar, polusi dan tingkat urbanisasi yang semakin hari
semakin meningkat akibat kemudahan untuk berpindah dari satu tempat ke

tempat lainnya.

Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa sebagai salah satu aspek yang
berperan penting dalam kehidupan masyarakat banyak, kegiatan yang melibatkan

transportasi atau pengangkutan dipengaruhi beberapa faktor seperti:*°

1. Keadaan Geografis Indonesia, yaitu berupa daratan yang terdiri dari
beribu-ribu pulau besar dan kecil, dan berupa perairan yang terdiri dari
sebagian besar laut dan sungai serta danau yang memungkinkan
pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan dan udara guna
menjangkau seluruh wilayah negara. Kondisi angkutan tiga jalur tersebut
mendorong dan menjadi alasan penggunaan alat pengangkut modern yang

digerakkan secara mekanik.
2. Untuk menunjang pembangunan berbagai sektor. Kemajuan dan kelancaran

pengangkutan akan menunjang pelaksanaan pembangungan berupa
penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan dan
distribusi hasil pembangunan berbagai sektor ke seluruh pelosok tanah air,

misalnya sektor industri, perdagangan, pariwisata, pendidikan.

40Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., h. 7-8
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3. Mendekatkan jarak antara desa dan kota. Lancarnya pengangkutan berarti
mendekatkan jarak antara desa dan kota dan ini akan memberi dampak
bahwa untuk bekerja ke kota tidak harus pindah ke kota, mereka yang
tinggal di kota tidak perlu khawatir dipekerjakan di daerah luar kota,
informasi timbal-balik yang cepat antara desa dan kota. Pola hidup di
daerah pedesaan cenderung mengikuti pola hidup di daerah perkotaan.

Tingkat berpikir dan ingin maju warga desa dapat tumbuh lebih cepat.
4. Untuk perkembangan ilmu dan teknologi. Perkembangan di bidang

pengangkutan mendorong perkembangan pendidikan di bidang ilmu dan
teknologi pengangkutan modern, sarana dan prasarana angkutan modern,
dan hukum pengangkutan modern terutama perkereta apian, perkapalan,

pesawat udara dan sumber daya manusianya.

Berdasarkan pemanfaatan transportasi, moda transportasi secara umum dibagi
menjadi tiga yaitu pengangkutan melalui laut (sea transportation), pengangkutan
melalui darat (kereta api, bis, truk) dan pengangkutan melalui udara.*’ Apabila
dibandingkan diantara ketiganya, moda transportasi daratlah yang paling banyak
memiliki pilihan baik dari segi geografis fisik (segi prasarana yang digunakan) dan dari
segi jangkauan wilayah pelayanannya (geografis administrasi).* Yang dimaksud
dengan transportasi darat adalah segala macam bentuk pemindahan barang atau
manusia dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah alat
transportasi baik yang digerakkan oleh manusia atau mesin yang melalui sebuah jalan

atau rel.

Tidak berbeda halnya dengan transportasi laut/air dan transportasi udara, moda
transportasi darat juga dibedakan lagi berdasarkan sifat pelayanannya yang berkaitan
dengan bagi keperluan siapakah sistem transportasi tersebut diberikan, untuk digunakan
oleh perorangan atau untuk keperluan bersama-sama. Berdasarkan hal ini, moda
(bentuk) transportasi dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok besar yaitu moda

transportasi pribadi dan moda transportasi umum (angkutan umum).

Moda transportasi pribadi digunakan oleh perorangan atau pribadi yang

memiliki ciri seperti waktu pemakaiannya tergantung kehendak pemilik kendaraan,

41 A. Abbas Salim, Manajemen Transportasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 8.
42 Fidel Miro, Op.Cit., h. 34.
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tidak diatur dengan trayek terkait darimana titik kendaraan berangkat dan menuju
kemana serta biaya pemeliharaan dan biaya bahan bakar dibebankan pada pemakai
kendaraan tersebut. Contohnya sepeda motor dan mobil pribadi. Sedangkan moda
transportasi umum (angkutan umum) lebih menekankan pelayanannya untuk banyak
orang secara bersamaan. Pemakai jasa angkutan umum harus membayar sejumlah
ongkos sesuai dengan yang ditentukan, dalam operasionalnya transportasi umum
menerapkan sistem trayek sehingga penumpang yang harus dapat menyesuaikan asal
dan tujuan angkutan umum tersebut. Contoh angkutan umum di Indonesia antara lain

taksi, bemo, bus, kereta api.

Diantara moda transportasi darat pribadi dengan transportasi umum terdapat
moda transportasi yang berimbang kedudukannya di antara kedua jenis moda
transportasi yang telah disebutkan di atas. Moda transportasi yang dimaksud adalah
kelompok moda transportasi yang beroperasi tidak dalam trayek yang ditentukan dan
berkapasitas terbatas yang disebut moda transportasi paratransit.” Contoh kendaraan
yang dapat dikategorikan sebagai moda transportasi antara lain bajaj dan becak kayuh

maupun becak motor.
Jenis Pelayanan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pada Pasal 140 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pelayanan angkutan

orang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas :
1. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek; dan
2. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.
Dengan penjelasan sebagai berikut :

1.  Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek.

Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek

pada Pasal 142 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, terdiri atas :

a. angkutan lintas batas negara;

b. angkutan antarkota antarprovinsi;

43 Ibid, h. 39.
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c. angkutan antarkota dalam provinsi;
d. angkutan perkotaan; atau
e. angkutan perdesaan.

Kriteria pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam

trayek pada Pasal 143 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, harus :

a. memiliki rute tetap dan teratur;

b. terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang di
Terminal untuk angkutan antarkota dan lintas batas negara; dan

c. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk
angkutan perkotaan dan perdesaan.

Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.
Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam

trayek pada Pasal 151 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan, terdiri atas :
a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;

Pada Pasal 152 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, angkutan orang
dengan menggunakan taksi harus dipergunakan untuk pelayanan angkutan dari

pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;

pada Pasal 153 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan, angkutan orang dengan tujuan tertentu dilarang menaikan
dan/atau menurunkan penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain

di luar pelayanan angkutan orang dalam trayek.
c. angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan

pada Pasal Ayat (1) 154 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, angkutan orang untuk keperluan pariwisata harus

digunakan untuk pelayanan angkutan wisata.
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pada Pasal Ayat (2) 154 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan, angkutan orang untuk keperluan pariwisata

3.1.2 Regulasi Hukum Terkait Perizinan Angkuatan Umum

Izin (vergunning) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan
undangundang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang
dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga

diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.*

Pengertian izin menurut Sjachran Basah adalah perbuatan hukum administrasi
negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan
persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan

perundang-undangan.®

Izin dalam arti luas menurut Bagir Manan yaitu suatu persetujuan dari
penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan

melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.*®

“Menurut ahli hukum belanda N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, izin
merupakan suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan undang-undang atau
peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan

larangan perundangan.

Berdasarkan keterangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa izin dalam arti
luas adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang sedangkan
izin dalam arti sempit adalah pembebasan, dispensasi dan konsesi. Izin secara lebih
khusus diartikan sebagai salah satu bentuk pelaksaanaan fungsi pengaturan dan
bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang
dilakukan oleh masyarakat. Beberapa istilah lain yang sedikit banyak memiliki

kesejajaran dengan izin yaitu dispensasi, kosensi dan lisensi.Dispensasi ialah

168.

44 Sjachran Basah, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h.

45 Ibid., h. 170
46 Ibid.,
47 Ibid.,
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keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan

peraturan yang menolak perbuatan tersebut.*®

Dalam perizinan angkutan umum pada Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri
Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang
dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yaitu Untuk
menyelenggarakan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam
Trayek, Perusahaan Angkutan Umum wajib memiliki izin penyelenggaraan Angkutan
Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. Pada ayat (2)
Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan biaya sebagai

penerimaan negara bukan pajak atau dapat dikenakan retribusi daerah.

Dalam perizinan, pada Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 :

“Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang
wajib memiliki:
a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;

b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau
c. izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat”

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang
Angkutan Jalan menetapkan bahwa Perusahaan Angkutan Umum yang
menyelenggarakan Angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki izin
penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek, izin penyelenggaraan Angkutan orang
tidak dalam trayek dan/atau izin penyelenggaraan Angkutan barang khusus.
Perusahaan Angkutan Umum juga harus berbentuk badan hukum, sebagaimana diatur
dalam Pasal 79 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang
Angkutan Jalan. Badan hukum yang dimaksud dapat saja berbentuk Badan Usaha
Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perseroan Terbatas

(PT), maupun koperasi.

Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek diberikan oleh Menteri,

untuk penyelenggaraan Angkutan orang yang melayani:

48 Ibid.,
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Trayek lintas batas negara sesuai dengan perjanjian antar negara;

Trayek antar kabupaten/kota yang melampaui wilayah 1 (satu) provinsi;
Trayek Angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1 (satu) provinsi; dan
Trayek perdesaan yang melewati wilayah 1 (satu) provinsi.

NS

Terkait trayek antarkota yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten/kota
dalam 1 (satu) provinsi, trayek angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1 (satu)
kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, dan trayek perdesaan yang melampaui wilayah
1 (satu) kabupaten dalam 1 (satu) provinsi diberikan oleh Gubernur. Begitupun dengan
wilayah kabupaten yang diberikan oleh Bupati. Hal ini juga berlaku untuk izin

angkutan umum orang yang tidak dalam trayek.

Untuk memperoleh izin dalam Pasal 38 Peraturan Menteri Republik Indonesia
Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan
Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek , Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan;
b. memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang mampu

menampung sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki; dan
c. menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan

dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerja sama dengan pihak

lain.

Dalam hal persyaratan memiliki kendaraan bagi perorangan yang memiliki
kurang dari 5 (lima) kendaraan dapat berhimpun dalam badan hukum berbentuk
koperasi yang telah memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan

Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
Regulasi Hukum Terkait Modifikasi Kendaraan Bermotor

Mengenai modifikasi pada kendaraan bermotor di Indonesia, terdapat beberapa
pasal dalam peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai bahan
rujukan demi membantu menganalisis permasalahan yang kemungkinan timbul terkait

modifikasi kendaraan bermotor di Indonesia, antara lain :
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a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan
Beberapa Pasal yang dapat digunakan sebagai bahan untuk menganalisis

permasalahan terkait modifikasi terhadap kendaraan bermotor antara lain:
1) Pasal 47
Ayat (1) Kendaraan terdiri atas:
a. Kendaraan Bermotor; dan
b. Kendaraan Tidak Bermotor
Ayat (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dikelompokkan berdasarkan jenis:

sepeda motor;

mobil penumpang;

mobil bus;

mobil barang; dan

. kendaraan khusus.

Ayat (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

PAap T

b, huruf ¢, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi:
a. Kendaraan Bermotor perseorangan; dan
b. Kendaraan Bermotor Umum.
2) Pasal 48
Ayat (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus

memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan.
Ayat (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

susunan;

perlengkapan;

ukuran;

karoseri;

rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
pemuatan;

penggunaan;

penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau
penempelan Kendaraan Bermotor.

FE@ R D O

Ayat (3) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur

sekurang-kurangnya terdiri atas:

emisi gas buang;

kebisingan suara;

efisiensi sistem rem utama;

efisiensi sistem rem parkir;

kincup roda depan;

suara klakson;

daya pancar dan arah sinar lampu utama;

e Ap o
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h. radius putar;

i. akurasi alat penunjuk kecepatan;

j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan

k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.
3) Pasal 49

Ayat (1) Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang
diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di

Jalan wajib dilakukan pengujian.
Ayat (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. uji tipe; dan
b. uji berkala
4) Pasal 50
Ayat (1) Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a

wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan
kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri,

serta modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe.
Ayat (2) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan
yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan

Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap; dan
b. penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang

dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan,
kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi

tipenya.
5) Pasal 51 ayat (1)
Landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan

lengkap yang telah lulus uji tipe diberi sertifikat lulus uji tipe.
6) Pasal 52
Ayat (1) Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 50 ayat (1) dapat berupa modifikasi dimensi, mesin, dan kemampuan

daya angkut.
Ayat (2) Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu
arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang

dilalui.
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Ayat (3) Setiap Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi sehingga
mengubah persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe

ulang.
(4) Bagi Kendaraan Bermotor yang telah diuji tipe ulang sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), harus dilakukan registrasi dan identifikasi ulang.
7) Pasal 68 ayat (1)
Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi

dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor

Kendaraan Bermotor.
8) Pasal 106 ayat (3)
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib

mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan.
9) Pasal 106 ayat (5)
Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang

yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:
a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba
Kendaraan Bermotor;
b. Surat Izin Mengemudj;
c. bukti lulus uji berkala; dan/atau
d. tanda bukti lain yang sah.
10) Pasal 277
Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan,

dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat,
merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan
perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus
yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak

Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
11) Pasal 280
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak

dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal
68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan

atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
12) Pasal 281
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak

memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77
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ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau

denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Selain itu, sebagai bentuk pelaksanaan dari Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Pasal-Pasal yang

terkait antara lain :

1) Pasal 3 ayat (1)
Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a

berdasarkan jenis dikelompokkan ke dalam:

d.

b.

C.

d.

e

Sepeda Motor;
Mobil Penumpang;
Mobil Bus;

Mobil Barang; dan
Kendaraan khusus.

2) Pasal 5 ayat (1)
Kendaraan Bermotor jenis Sepeda Motor sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:

d.

C.
3) Pasal 23

Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-

rumabh;

Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa kereta
samping; dan

Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) tanpa rumah-rumah.

Sistem lampu dan alat pemantul cahaya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf i meliputi:

lampu utama dekat berwarna putih atau kuning muda;

lampu utama jauh berwarna putih atau kuning muda;

lampu penunjuk arah berwarna kuning tua dengan sinar kelap-
kelip;

lampu rem berwarna merah;

lampu posisi depan berwarna putih atau kuning muda;

lampu posisi belakang berwarna merah;

lampu mundur dengan warna putih atau kuning muda kecuali
untuk

Sepeda Motor;

lampu penerangan tanda nomor Kendaraan Bermotor di bagian

belakang Kendaraan berwarna putih;

lampu isyarat peringatan bahaya berwarna kuning tua dengan sinar

kelap-kelip;

lampu tanda batas dimensi Kendaraan Bermotor berwarna putih
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atau kuning muda untuk Kendaraan Bermotor yang lebarnya lebih
dari 2.100 (dua ribu seratus) milimeter untuk bagian depan dan
berwarna merah untuk bagian belakang;

k. alat pemantul cahaya berwarna merah yang ditempatkan pada sisi

kiri dan kanan bagian belakang Kendaraan Bermotor.
4) Pasal 25 ayat (1)
Lampu penunjuk arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c

harus memenuhi persyaratan:

a. berjumlah genap;

b. dapat dilihat pada waktu siang dan malam hari oleh pengguna
jalan lain;

c. dipasang pada sisi kiri dan kanan bagian depan Kendaraan
Bermotor dengan ketinggian tidak melebihi 1.500 (seribu lima
ratus) milimeter; dan

d. dipasang pada sisi kiri dan kanan bagian belakang Kendaraan
Bermotor dengan ketinggian tidak melebihi 1.500 (seribu lima
ratus) milimeter.

5) Pasal 121
Ayat (1) Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan

yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian.
Ayat (2) Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi yang dibuat atau dirakit di

dalam negeri dan/atau diimpor.
Ayat (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Uji Tipe; dan
b. Uji Berkala.
6) Pasal 123 ayat (1)
Uji Tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) huruf a terdiri

atas:
a. pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan

terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor

dalam keadaan lengkap; dan
b. penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor.
7) Pasal 129 ayat (1)
Sertifikat Uji Tipe setiap Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 127 ayat (3) paling sedikit memuat:

nomor sertifikat Uji Tipe;

merek dan tipe;

jenis;

peruntukan;

varian, apabila ada;

nomor rangka landasan;

nomor motor penggerak;

nama perusahaan pengimpor, pembuat dan/atau perakit, serta

SR e oan o
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pemodifikasi;
i. alamat perusahaan pembuat dan/atau perakit dan/atau pengimpor
dan/atau pemodifikasi;
penanggung jawab perusahaan pengimpor, pembuat dan/atau
perakit, serta pemodifikasi;
tahun pembuat/perakit/modifikasi;
spesifikasi teknik Kendaraan Bermotor;
. spesifikasi teknik varian, apabila ada;
JBB dan/atau JBKB;
berat kosong Kendaraan Bermotor;
JBI dan/atau JBKI;
daya angkut orang dan/atau barang;
dimensi bak muatan atau tangki; dan
. kelas jalan terendah yang boleh dilalui.
8) Pasal 131 huruf (e)

moToBg TR T

wn

Penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf b dilakukan
terhadap desain:

e) Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi yang menyebabkan
perubahan tipe berupa dimensi, mesin, dan kemampuan daya
angkut.

[tulah beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang saat ini
berlaku yang masih berhubungan dengan eksistensi kendaraan bermotor yang

dimodifikasi di Indonesia.
Modifikasi Kendaraan Bermotor yang Melanggar Hukum

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, telah diatur mengenai
modifikasi seperti apa saja yang dapat dikategorikan melanggar hukum dan dapat
dikenakan tindakan penilangan. Selain itu, juga dibentuk Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan sebagai bentuk
pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Faktor penting yang harus diperhatikan ketika ingin melakukan modifikasi
kendaraan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah adanya kewajiban bagi pemilik kendaraan
untuk melakukan uji tipe terkait modifikasi yang dilakukan pada dimensi, mesin, dan

kemampuan daya angkut. Uji tipe yang dimaksud merujuk pada Pasal 50 ayat (1)



40

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan menyatakan :

a. pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang
dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor

dalam keadaan lengkap; dan
b. penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan

terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan

Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya.

Kendaraan yang dimodifikasi dapat dikatakan melanggar aturan apabila
kendaraan tersebut dalam pengoperasiannya berisiko membuat celaka baik diri sendiri
atau pengguna jalan lainnya, mengganggu kelancaran lalu lintas dan/atau dalam dapat
merusak kondisi jalan yang dilaluinya. Pemilik kendaraan juga wajib melakukan uji
tipe ulang bila kendaraannya dimodifikasi sedemikian rupa sehingga mengalami
perubahan pada konstruksi dan material, yang selanjutnya harus dilakukan registrasi
dan identifikasi ulang. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan modifikasi kendaraan
dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan :

Ayat (1) Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal
50 ayat (1) dapat berupa modifikasi dimensi, mesin, dan kemampuan daya

angkut.

Ayat (2) Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu

lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui.

Ayat (3) Setiap Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah

persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang.

Ayat (4) Bagi Kendaraan Bermotor yang telah diuji tipe ulang sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), harus dilakukan registrasi dan identifikasi ulang.

Sebelum dapat dilakukan proses modifikasi, pemiliki kendaraan bermotor

wajib melakukan permohonan kepada menteri yang mengurusi bidang sarana dan
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prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini penting karena apabila kendaraan
tersebut telah melakukan registrasi uji tipe maka menteri yang mengurusi bidang sarana
dan prasarana yaitu dalam hal ini Kementerian Perhubungan, yang berwenang
menerbitkan sertifikat registrasi uji tipe. Menurut Pasal 129 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, sertifikat
registrasi uji tipe paling sedikit harus memuat informasi dasar Kendaraan Bermotor

seperti nomor sertifikat Uji Tipe, merek dan tipe, dan seterusnya.

Kendaraan bermotor yang dimodifikasi sehingga menyebabkan perubahan tipe
seperti perubahan dimensi, mesin dan kemampuan daya angkut diharuskan melakukan
penelitian rancang bangun dan rekayasa terhadap kendaraan bermotor. Hal tersebut
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juncto Pasal 123 ayat
(1) huruf b juncto Pasal 131 huruf (e) PP Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012

yang mana meliputi :*

rancangan teknis;

susunan;

ukuran;

material;

kaca, pintu, engsel, dan bumper;

sistem lampu dan alat pemantul cahaya; dan

tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor.

Nk wWN =

Merujuk pada Pasal 132 ayat (5) dan (6) PP Republik Indonesia Nomor 55
Tahun 2012 tentang Kendaraan, modifikasi yang dimaksud di atas terlebih dahulu harus
mendapatkan izin dari agen tunggal pemegang merek. Proses modifikasi kendaraan
bermotor tidak dapat dilakukan sembarangan bengkel karena harus ditangani oleh
bengkel umum yang telah ditunjuk oleh menteri yang mengurusi terkait industri. Dapat

disimpulkan modifikasi kendaraan yang dapat dilakukan, antara lain:>

a. modifikasi dimensi hanya dapat dilakukan pada perpanjangan atau
pemendekan landasan (chassis) tanpa mengubah jarak sumbu dan

konstruksi Kendaraan Bermotor tersebut;

49 Bimo Prasetio, S.H. & Asharyanto, S.H., “Aturan Modifikasi Kendaraan Bermotor”,
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t51650deb5b232/aturan-modifikasi-kendaraan-bermotor, 12
Juni 2013, h. 1, dikunjungi pada tanggal 29 Mei 2019.

50 Ibid.,
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b. modifikasi mesin dilakukan dengan mengganti mesin dengan mesin yang

merek dan tipenya sama;
c. Modifikasi daya angkut hanya dapat dilakukan pada Kendaraan Bermotor

dengan menambah sumbu bagian belakang tanpa mengubah jarak sumbu
aslinya dan sumbu yang ditambahkan harus memiliki material yang sama
dengan sumbu aslinya dan harus dilakukan perhitungan sesuai dengan daya

dukung jalan yang dilalui.

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa
bagi yang ingin melakukan modifikasi kendaraan maka diwajibkan untuk memiliki izin
untuk melakukan modifikasi sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan
Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Sebab apabila
pemilik kendaraan modifikasi tersebut tidak memiliki izin tersebut maka berdasarkan
Pasal 277 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan menyatakan, pihak terkait dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana
penjara yang paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.
24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Modifikasi Becak Traditional Menjadi Becak Motor

Kebutuhan akan alat transportasi demi memudahkan mobilitas manusia telah
muncul sejak lama. Pada awalnya, alat transportasi tersebut dijalankan menggunakan
tenaga manusia atau hewan contohnya sepeda angin, delman, dan becak. Popularitas
becak sebagai salah satu moda transportasi telah dikenal luas oleh masyarakat di
Indonesia. Becak merupakan alat transportasi yang merupakan bentuk modifikasi dari
sepeda angin yang dimodifikasi sehingga menjadi kendaraan beroda tiga dan ditambah
sebuah kabin yang dapat digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang. Seiring
berjalannya waktu, becak mengalami berbagai perubahan contohnya yaitu
ditambahkannya mesin sebagai tenaga penggerak. Apabila dilihat dari tenaga

penggeraknya maka becak dapat dibedakan menjadi:

1. Becak kayuh: jenis becak satu ini digerakkan oleh kekuatan alami dari

manusia (tanpa mesin). Karena digerakkan oleh tenaga manusia maka



43

becak kayuh memiliki berbagai kekurangan seperti kecepatan becak yang

lambat, hanya dapat menjangkau wilayah yang relatif dekat.
2. Becak motor: jenis becak ini telah diperbaharui dengan mesin buatan

manusia sehingga dapat menempuh jarak perjalanan yang lebih jauh dan

lebih cepat.

Sementara dari bentuknya, di Indonesia ada dua jenis becak yang lazim

digunakan:

1. Becak dengan pengemudi berada di belakang. Jenis ini biasanya ada di

Jawa.
2. Becak dengan pengemudi berada di samping. Jenis ini biasanya

ditemukan di Sumatera.
3. Kedua-dua bentuk itu masing-masing memiliki jenis yang bertenaga

penggerak manusia atau pun mesin. Helicak (“helikopter becak”, becak
bermotor berbentuk serupa helikopter) dan bentor dari wilayah timur,
contohnya, bertenaga penggerak mesin di belakang. Bentor atau betor
dari Sumatera, khususnya Sumatera bagian utara, bertenaga penggerak

mesin di samping.
4. Jenis becak yang pengemudinya berada di depan diketahui ada di

beberapa negara lain, sebagaimana dikembangkan di India, Pakistan
dan Bangladesh. Pada model ini, sepeda atau sepeda motor digunakan
sebagai tenaga penggerak dan diletakkan di muka penumpang;
menggantikan tenaga manusia yang berjalan kaki menarik penumpang
pada angkong. Di Jakarta, pada dasawarsa ,,70an masih ada mobet
(“motor becak”, dengan motor di depan) yang beroperasi di sekitar
Cempaka Putih. Model ini kemudian diikuti oleh minicar dan juga
bajaj, yang lebih manusiawi karena pengemudinya terlindung dari

panas dan hujan.>!

Seiring bertambahnya jumlah penduduk di suatu wilayah, kebutuhan akan
transportasi tentu juga akan semakin meningkat. Mengenai keberadaan becak kayuh

atau becak tradisional sampai saat ini masih diakui eksistensinya dalam Pasal 114

51 Suryani, Meta, Anis, Mashdurohatun, Penegakan Hukum Terhadap Eksistensi Becak Bermotor Umum
(Bentor) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Jurnal
Pembaharuan Hukum, Vol. 3, No. 1 Januari — April 2016.
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
Dimana dalam Pasal tersebut kendaraan tidak bermotor dibagi menjadi dua kategori
yang berdasarkan tenaga penggeraknya yaitu kendaraan tidak bermotor yang sumber
tenaga penggeraknya adalah tenaga manusia terdiri atas sepeda, becak, kereta dorong
dan kendaraan tidak bermotor yang bergerak dengan mengandalkan tenaga hewan yang

berupa kereta, delman, cikar atau nama lainnya.

Becak kayuh (konvensional) dinilai memiliki beberapa kelebihan antara lain
ramah lingkungan dan tidak menimbulkan suara bising apabila dibandingkan becak
motor. Namun seiring berjalannya waktu, kebutuhan akan efisiensi waktu semakin
dicari banyak orang sehingga mulai berkembanglah becak motor di Indonesia. Selain
itu, dapat dikatakan bahwa ide awal mengapa becak motor muncul karena adanya
keinginan untuk meningkatkan kemampuan becak kayuh sehingga dapat terlihat lebih
modern dan lebih cepat, meskipun langkah ini memunculkan pro dan kontra dari

berbagai pihak.

Meski keberadaan becak tradisional telah diatur dalam peraturan perundang-
undangan antara lain Undang-Undang Republik Indonesia 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55
Tahun 2012 tentang Kendaraan, lain halnya dengan becak motor yang saat ini banyak
bermunculan. Benar adanya bahwa Undang-Undang Republik Indonesia 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memang memperbolehkan dilakukannya
modifikasi terhadap kendaraan bermotor contohnya modifikasi sepeda motor apabila
dilakukan sesuai persyaratan - persyaratan yang diatur dalam peraturan perudang
undangan terkait. Namun terkait keberadaan becak motor yang digunakan sebagai
transportasi umum, masih timbul pertanyaan apakah keberadaan becak motor tersebut

legal atau ilegal.
Becak Motor sebagai Moda Transportasi di Indonesia

Becak motor sebagai salah satu bentuk dari modifikasi kendaraan bermotor,
dimana pada awalnya merupakan kendaraan beroda tiga yaitu becak kayuh yang
mengandalkan tenaga manusia sebagai sumber penggeraknya yang lalu digantikan

tenaga penggeraknya dengan mesin. Terkait modifikasi yang dilakukan terhadap
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kendaraan bermotor sebenarnya telah diatur dengan seksama dalam Undang - Undang
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
Pemilik kendaraan dapat melakukan modifikasi dengan catatan harus melalui berbagai
proses untuk memastikan bahwa kendaraan tersebut dapat memenuhi persyaratan
teknis dan kelayakan jalan sesuai Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Namun kenyataannya, masih banyak kendaraan modifikasi contohnya becak
motor yang tidak layak jalan dan berpotensi membahayakan bukan hanya bagi
keselamatan jiwa pengguna kendaraan tersebut namun juga keselamatan pengguna
jalan lainnya. Hal ini tentu saja bertentangan dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
yang menyatakan, kendaraan modifikasi tetap mengutamakan keselamatan dan
kelancaran dalam berlalu lintas. Terhadap kendaraan bermotor yang dilakukan proses
modifikasi sebelum dapat dioperasikan di jalan perlu dilakukan uji tipe dan uji berkala
seperti yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Becak motor yang banyak beroperasi di berbagai kota di Indonesia mayoritas
merupakan kendaraan bermotor yang dimodifikasi secara mandiri oleh pemilik becak
atau dengan bantuan bengkel las. Sayangnya dalam proses modifikasi tersebut masih
banyak becak motor yang belum melakukan uji tipe dan uji berkala. Bagi kendaraan
modifikasi apapun termasuk becak bermotor, uji tipe memegang peranan penting sebab
apabila kendaraan modifikasi telah dinyatakan telah lengkap dan lulus uji tipe maka
sertifikat lulus uji tipe baru bisa diberikan. Dalam Pasal 51 Undang-Undang Tahun
2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan ketentuan ini juga berlaku bagi rumah-
rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan modifikasi tipe Kendaraan
Bermotor yang telah lulus uji tipe akan diterbitkan surat keputusan pengesahan rancang
bangun dan rekayasa. Penanggung jawab pembuatan, perakitan, pengimporan landasan
Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap, rumah-rumah,
bak muatan, kereta gandengan dan kereta tempelan, serta Kendaraan Bermotor yang

dimodifikasi harus meregistrasikan tipe produksinya. Sebagai bukti telah dilakukan
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registrasi tipe produksi, diberikan tanda bukti sertifikat registrasi uji tipe. Sebagai
jaminan kesesuaian spesifikasi teknik seri produksinya terhadap sertifikat uji tipe,

dilakukan uji sampel oleh unit pelaksana uji tipe Pemerintah.

Apabila merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal yang mengizinkan penggunaan
becak motor yang digunakan sebagai angkutan umum memang jelas tidak diatur. Hal
yang sama dapat ditemukan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55
Tahun 2012 tentang Kendaraan yang notabene merupakan bentuk pelaksanaan dari
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, dimana di dalamnya juga tidak dapat ditemukan pasal khusus tentang

bagaimana klasifikasi becak motor di Indonesia.

Becak motor yang merupakan hasil modifikasi dari sepeda motor dengan
becak tradisional dapat masuk dalam kategori Kendaraan Bermotor perseorangan
sesuai Pasal 47 ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penggunaan becak motor sebagai
angkutan umum dapat merusak sistem transportasi, mengganggu kelancaran berlalu
lintas dan dapat mengancam keselamatan nyawa. Hal ini dikarenakan sepeda motor
sendiri yang merupakan bagian penting dari keseluruhan becak motor merupakan
kendaraan yang tidak layak dan tidak disarankan untuk digunakan sebagai angkutan
umum. Sepeda motor dinilai sebagai kendaraan yang sering terlibat kecelakaan lalu
lintas. Hal tersebut diperparah dengan fakta di lapangan dimana masih banyak
ditemukan modifikasi becak motor yang tidak memenuhi berbagai persyaratan dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun.

Penggunaan becak motor sebagai kendaraan angkutan umum adalah ilegal, hal
ini bukan hanya karena modifikasi pada becak motornya saja yang dipermasalahkan
namun juga kendaraaan sepeda motor yang menjadi bagian penting dari becak motor
itu sendiri. Sepeda motor bukan merupakan kendaraan bermotor umum melainkan

hanya sebatas kendaraan bermotor perseorangan.

Pasal yang mengatur bahwa sepeda motor bukanlah transportasi umum jelas

tertuang dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
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2009 menyatakan bahwa Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1

huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis :

a. Sepeda Motor

b. Mobil Penumpang
c. Mobil Bus

d. Mobil Barang

e. Kendaraan Khusus

Dalam Pasal 47 ayat (3) dinyatakan bahwa Kendaraan Bermotor dimaksud
pada ayat 2 huruf b, c, dan d dikelompokkan berdasarkan fungsi yaitu kendaraan
bermotor perseorangan; dan kendaraan bermotor umum. Yang dimaksud sebagai
angkutan umum dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum
sesuai Pasal 138 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.

Penjelasan di atas sesungguhnya menegaskan kembali bahwa becak motor
yang beroperasi di banyak wilayah dapat dikategorikan sebagai kendaraan modifikasi
yang melanggar ketentuan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Hal ini
tidak menjadi masalah apabila modifikasi bentor tersebut telah memenuhi persyaratan

dan tidak digunakan sebagai angkutan umum untuk mengangkut orang.
Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

Kegiatan penegakan hukum kearah tegaknya hokum bertujuan untuk terciptana
keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman,

dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha yang dilakukan demi mewujudkan
ide dan konsep hukum yang menjadi gambaran ideal bagi masyarakat agar menjadi
kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pihak yang
memiliki kewenangan dalam hal ini petugas penegak hukum atau pihak lainnya yang

diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Soerjono Soekanto, Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan
hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan

yang mantap mengenjawantahkannya dalam sikap dan tindakan sebagai serangkaian
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penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Tegaknya

hukum ditandai oleh beberapa faktor yang saling berkaiatan erat yaitu hukum dan

aturannya.*

Proses penegakan hukum ini sangat dibutuhkan demi terwujudnya keamanan,

ketentraman, keadilan, dan kepastian hukum yang dalam prosesnya melibatkan banyak

faktor. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:>

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum
dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan
normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan
mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia
menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit,
penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan
hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan

hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai
keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-
nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit,
penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal

dan tertulis.

Sedangkan Sajipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum (Law

enforcement) berbeda atau tidak persis sama dengan penggunaan hukum (use of law).

Hal ini dikarenakan seseorang dapat menegakkan hukum dengan maksud untuk

memberikan keadilan, akan tetapi seseorang yang lain dapat menegakan hukum untuk

pencapaian tujuan dan kepentingan lain.>* Joseph Goldstein membedakan penegakan

hukum pidana menjadi tiga yaitu:>

52 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

1986, h. 3

53 Shanty Dellyana, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1998, h. 34.
54 Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia, Penerbit Kompas, Jakarta, 2006, h. 169.
55 Shanty Dellyana, Op.Cit., h. 39.
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1. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana
sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (subtantive
law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin
dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum
acara pidana yang antara lain mencakup aturan- aturan penangkapan,
penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan.
Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri
memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu
sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (klacht delicten). Ruang

lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.
2. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang

bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan
hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara

maksimal.
3. Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini

dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan-
keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan
sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya

discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement.

Dalam melaksanakan proses penegakan hukum terdapat beberapa faktor yang
dapat mempengaruhi efektifitasnya baik secara langsung maupun tidak langsung.
Dampak yang ditimbulkan dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif.

Soerjono Soekanto berpendapat faktor-faktor tersebut antara lain:>®

1. Faktor hukum
Praktek penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh
konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak,
sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah
ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang
tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat

dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan

56 Soerjono Soekanto, Op. Cit., h. 42.
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dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan
hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena
penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian
antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai

kedamaian.
. Faktor Penegakan Hukum
Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum

memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas
petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci
keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian

penegak hokum.
. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan

perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan.
Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal
yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami
hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang
kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih
diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis
polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula

bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.
. Faktor Masyarakat
Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai

kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok
sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul
adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang,
atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap
hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang

bersangkutan.
. Faktor Kebudayaan
Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering

membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto,
mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu
mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak,

berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan
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orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang
perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus

dilakukan, dan apa yang dilarang.

Menurut O. Notohadimidjodjo, ada 4 (empat) norma yang penting dalam

penegakan hukum, yaitu:

a. Kemanusiaan : norma kemanusiaan menuntut supaya dalam penegakan
hukum, manusia senantiasa diperlakukan sebagai manusia, sebab ia

memiliki keluhuran pribadi.
b. Keadilan : merupakan kehendak yang ajeg dan kekal untuk memberikan

kepada orang lain apa saja yang menjadi haknya.
c. Kepatutan : kepatutan atau equity adalah hal yang wajib dipelihara dalam

pemberlakuan undang-undang dengan maksud untuk menghilangkan
ketajamannya. Kepatutan ini perlu diperhatikan terutama dalam pergaulan

hidup manusia dalam masyarakat.
d. Kejujuran : pemelihara hukum atau penegak hukum harus bersikap jujur

dalam mengurus atau menangani hukum, serta dalam melayani justitiable
yang berupaya untuk mencari hukum dan keadilan. Atau dengan kata lain,
setiap ahli hukum diharapkan sedapat mungkin memelihara kejujuran
dalam dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang curang

dalam mengurus perkara.”’
3.2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertanggung jawaban Pidana

Terkait dengan pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana, dibedakan
dengan pembahasan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana berfokus pada dapat
tidaknya dijatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana sedangkan tindak pidana
membahas mengenai dapat atau tidaknya dipidana perbuatan pidana atau tindak

pidana.®

Dalam pembahasan pertanggungjawaban pidana, seseorang dikatakan memiliki
kesalahan apabila seseorang melakukan perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan

pidana karena perbuatan tersebut dipandang dapat merugikan masyarakat. Sedangkan

57 E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum (NormaNorma Bagi Penegak Hukum), Penerbit Kanisius, Yogyakarta,
1995, h. 115
58 Soerjono Soekanto, Op.Cit., h. 63.
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orang yang melakukan perbuatan yang berdampak merugikan bagi masyarakat tersebut
mampu mengetahui makna negatif dari perbuatan, bahkan seharusnya menghindari
untuk berbuat demikian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang bersangkutan

memang sengaja melakukan perbuatan tersebut.

Kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan bagaimana kondisi batin
orang yang melakukan perbuatan pidana. Keadaan batin ini menjadi dasar yang penting
untuk menentukan adanya kesalahan karena seseorang dikatakan bertanggungjawab
apabila jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana adalah normal atau sehat karena
dengan kondisi batin/kejiwaaan seperti inilah dimana seseorang dapat mengatur
tingkah lakunya. Ada tidaknya pertanggungjawaban dapat dilihat dari adanya kesalahan
yang dilihat dari bagaimana sikap batin/jiwa dari pihak yang berbuat dan apa akibat
yang timbul dari perbuatan yang dilakukan.

Suatu perbuatan harus mengandung suatu kesalahan agar dapat
dipertanggungjawabkan secara pidana. Mengenai definisi kesalahan sendiri dalam
KUHP Indonesia memang tidak dapat ditemukan, lain halnya dengan Pasal 18 KUHP
negara Swiss yang memberikan pengertian tentang kesengajaan yaitu, “barang siapa
melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendakinya, maka dia melakukan

perbuatan itu dengan sengaja”.”

Sebagai faktor penentu dapat tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan
secara pidana, kesalahan dibedakan menjadikan dua yaitu berupa kesengajaan (dolus
atau opzet) dan kelalaian (culpa). Menurut Moeljatno, terdapat beberapa syarat

seseorang dapat dikatakan melakukan kesalahan yaitu :

Melakukan perbuatan pidana (bersifat melawan hukum)

Diatas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab

Mempunyai suatu bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan
Tidak ada alasan pemaaf.*

AN

Menurut teori dalam ilmu hukum pidana, kesengajaan dibedakan menjadi tiga

macam bentuk yaitu :

59 Soerjono Soekanto, Op.Cit., h. 171.
60 Ibid., h. 164.
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1. Kesengajaan sebagai maksud/tujuan (opzet als oogmerk) Bentuk
kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki (willens)
untuk mewujudkan suatu perbuatan (tindak pidana aktif), menghendaki
untuk tidak berbuat/melalaikan kewajiban hukum (tindak pidana pasif) dan
tahu juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu (tindak pidana

materiil).®!
2. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheidsbewustzijn)

disebut juga dengan dolus eventualis. Kesengajaan sebagai kemungkinan
adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa
ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari
perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan,

ia tidak mundur dan siap mengambil resiko untuk melakukan perbuatan.®
3. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn) Kesadaran

seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya
pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu. Apabila perbuatan
tertentu yang disadarinya pasti menimbulkan akibat yang tidak dituju itu

dilakukan juga maka disini terdapat kesengajaan sebagai kepastian.®

Hukum pidana mengenal beberapa teori yang berkaitan dengan kesengajaan

(dolus/opzet) yaitu :

a. Teori kehendak (wilstheorie)
Inti dari kesengajaan ini adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur

delik dalam rumusan Undang-Undang.
b. Teori pengetahuan atau membayangkan (voorstellingtheorie)
Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya suatu perbuatan, orang

tidak  bisa  menghendaki  akibat melainkan  hanya  dapat

membayangkannya.*

Selain kesalahan dalam bentuk kesengajaan, terdapat bentuk lain dari
kesalahan yaitu kealpaan (culpa atau kurang berhati — hati). Pada dasarnya, kealpaan

dengan kesengajaan memiliki beberapa persamaan seperti adanya perbuatan yang

61 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 96.

62 Ibid, h.96.

63 Ibid, h.97.

64 Tri Andrisman, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Universitas Lampung,
Bandar Lampung, 2011, h. 102-103.
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dilarang dan diancam dengan pidana, adanya kemampuan bertanggungjawab, dan tidak
adanya alasan pemaaf. Namun kealpaan memiliki bentuk yang berbeda dari
kesengajaan yaitu bila kesengajaan berkaitan dengan sikap batin pelaku yang
melakukan perbuatan yang jelas-jelas melanggar atau menentang suatu larangan.
Sedangkan kealpaan adalah sikap kurang mengindahkan larangan sehingga tidak
berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang objektif sehingga menimbulkan keadaan
yang dilarang.”® Suatu kesalahan dapat dikatakan dalam bentuk kealpaan dengan dua
syarat yaitu tidak mengadakan penduga-penduga sebagaimana diharuskan oleh hukum

dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.®
Keberadaan Becak Motor di Beberapa Daerah

Secara umum lebih banyak daerah yang menerbitkan larangan terhadap
dioperasikannya becak motor sebagai angkutan umum untuk mengangkut orang
dan/atau barang. Larangan tersebut dapat berupa aturan tak tertulis atau berupa
pembentukan Peraturan Daerah. Hal ini yang diterapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta
yang melarang becak bermotor untuk beroperasi seperti yang diatur dalam Peraturan
Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Pasal 2 ayat (6)
yang menyatakan : “Setiap orang atau badan dilarang membuat, merakit atau
mengoperasikan angkutan umum kendaraan jenis empat yang bermesin dua tak.”
Selain DKI Jakarta, Kota Palembang juga melakukan pelarangan berdasarkan Peraturan

Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Keamanan dan Ketertiban.

Salah satu daerah lain yang menetapkan larangan becak motor untuk
digunakan sebagai alat angkutan umum adalah Kota Mojokerto. Berbeda dengan kedua
Kota di atas, Pemerintah Kota Mojokerto hanya memberikan perintah kepada Dinas
Perhubungan Kota Mojokerto untuk mengeluarkan larangan tak tertulis agar
penggunaan becak motor sebagai angkutan umum dapat dihindari. Tindakan ini
dilakukan dengan pertimbangan bahwa becak motor yang merupakan hasil modifikasi

dari sepeda motor dianggap tidak tepat jika dijadikan angkutan umum.

Kendaraan yang dipergunakan sebagai angkutan umum haruslah memenuhi

persyaratan layak jalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 ayat (3) Undang-

65 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h. 199
66 Ibid, h.201.
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Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan. Kendaraan bermotor umum sebagai sarana angkutan umum seharusnya dapat
memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi keteraturan, keselamatan,

keamanan, keterjangkauan, dan kenyamanan.

Berdasarkan data Korlantas Polri, untuk kendaraan pribadi yang sering
mengalami kecelakaan masih didominasi oleh kendaraan roda dua, yang mencapai
angka 72%.% Secara sederhana, dapat ditarik kesimpulan bahwa kendati dari segi
efisiensi, sepeda motor dapat diandalkan namun dari sepeda motor belumlah layak
untuk dijadikan angkutan umum. Sehingga langkah untuk memodifikasi sepeda motor
dengan becak tradisional menjadi becak motor sesungguhnya adalah sebuah
pelanggaran hukum dimana pemilik atau pengendara becak motor dinilai terdapat unsur
kelalaian. Sudah sepatutnya yang bersangkutan melakukan penduga-dugaan apakah
modifikasi becak motor tersebut telah memenuhi persyaratan layak jalan dan apakah

telah diajukan izin operasional atas becak motor tersebut.

Namun, dibeberapa daerah di Sumatera Utara seperti Kabupaten Dairi yang
memberikan izin operasional untuk becak motor atas dasar pertimbangan untuk
menunjang perekonomian warga daerahnya. Secara tegas, dasar hukum beroperasinya
becak motor di Kabupaten Dairi diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dairi
Nomor 16 Tahun 2000 tentang Usaha Angkutan Umum. Kendati demikian, terdapat
berbagai persyaratan yang harus tetap dipenuhi seperti persyaratan teknis layak jalan
dan persyaratan administrasi. Jika hal tersebut tidak dipenuhi maka pihak Kepolisian

berhak menertibkan.

Untuk dapat memperoleh Izin Operasi Angkutan Becak Motor, pemilik atau
pengendara becak motor harus membuat dan mengusulkan permohonan di atas kertas
segel atau kertas bermaterai 6.000. Persyaratan yang perlu dilampirkan yaitu fotocopy
Memiliki Surat Ijin Usaha Angkutan; fotocopy Memiliki atau Menguasai Becak
Bermotor yang layak jalan, dibuktikan dengan surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
dan Buku Uji atau fotocopynya; fotocopy Memiliki atau Menguasai fasilitas

penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan gambar lokasi dan bangunan

67 Anicetus Agung Brata Kusuma Winata, “Sepeda Motor Menjadi Penyebab Tingginya Angka Kecelakaan

Lalu Lintas”, https://www.motorplus-online.com/read/251219738/sepeda-motor-menjadi-penyebab-tingginya-
angka-kecelakaan-lalu-lintas#!%2F, 25 Oktober 2017, h. 1, dikunjungi pada tanggal 1 Juni 2019.
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serta Surat Keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan; Fotocopy Memiliki atau
bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan
kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi

layak jalan; bukti Lunas Retibusi.
Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Becak Motor

Perkembangan masyarakat di suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh beberapa
faktor, salah satunya adalah peranan penting dari lalu lintas dan angkutan jalan.
Keberadaan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang baik dan terencana akan
mempengaruhi hubungan antar orang dan persoalan-persoalan yang kemungkinan
timbul menjadi lebih kompleks. Dengan semakin luasnya hubungan antar manusia
maka dirasa perlu untuk membentuk berbagai aturan-aturan hukum demi mengatasi
kompleksitas masalah yang kemungkinan besar ditimbulkan oleh hubungan antar

manusia tersebut.

Segala jenis aturan hukum yang dibuat akan sia-sia apabila tidak ada usaha
untuk melakukan penegakan hukum. Kegiatan penegakan hukum tersebut dilakukan
demi terwujudnya keadilan, keamanan, ketentraman, ketertiban, kepastian hukum dan
yang tidak kalah penting yaitu memberi perlindungan terhadap harkat dan martabat
manusia. Dalam menegakkan suatu aturan hukum tentu terdapat beberapa norma yang

penting dalam penegakan hukum, antara lain :

a. Kemanusiaan : norma kemanusiaan menuntut supaya dalam penegakan
hukum, manusia senantiasa diperlakukan sebagai manusia, sebab ia

memiliki keluhuran pribadi.
b. Keadilan : adalah kehendak yang ajeg dan kekal untuk memberikan kepada

orang lain apa saja yang menjadi haknya.
c. Kepatutan : atau equity adalah hal yang wajib dipelihara dalam

pemberlakuan undang-undang dengan maksud untuk menghilangkan
ketajamannya. Kepatutan ini perlu diperhatikan terutama dalam pergaulan

hidup manusia dalam masyarakat.
d. Kejujuran : pemelihara hukum atau penegak hukum harus bersikap jujur

dalam mengurus atau menangani hukum, serta dalam melayani justitiable
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yang berupaya untuk mencari hukum dan keadilan. Atau dengan kata lain,

setiap ahli hukum diharapkan sedapat mungkin memelihara kejujuran.®

Masalah pokok dari penegakan hukum tidak terlepas sistem hukum yang
terkait dengan tiga hal, yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. 3
(tiga) unsur dari sistem hukum inilah yang disebut Lawrence M. Friedman sebagai

Three Elements of Legal System. 3 (tiga) unsur dari sistem ini diantaranya:*

1. Legal subtance (substansi hukum):
merupakan aturan-aturan, normanorma dan pola prilaku nyata manusia

yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang
yang berada didalam sistem hokum itu, mencakup keputusan yang mereka

keluarkan aturan baru yang mereka susun.
2. Legal Structure (struktur hukum):
merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan

semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi
penegak hukum. Di indonesia yang merupakan struktur dari sistem hukum

antara
lain ; institusi atau penegak hokum seperti advokad, polisi, jaksa dan

hakim.

3. Legal culture (budaya hukum):
merupakan suasana pikiran system dan kekuatan social yang menentukan
bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau di salah gunakan oleh

masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut jika dikaitkan

dengan upaya penegakan terhadap becak motor sebagai berikut:

1. Legal subtance (substansi hukum)
Faktor hukum atau Legal subtance (substansi hukum) menjadi persyaratan

utama adalah ketentuan-ketentuan yang berlaku dan mengatur tentang lalu lintas

dan angkutan jalan diantaranya:
a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan;

68 E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum (Norma-Norma Bagi Penegak Hukum), Penerbit Kanisius, Yogyakarta,
2010, h. 115.

69 Ahcmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Sosialnya, Cetakan Kedua Ghalia Indonesia,
Ciawi-Bogor,2005, h. 32.
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b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012

tentang Kendaraan;
c. Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe

Kendaraan Bermotor.

Dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, dijelaskan sepeda motor adalah kendaraan bermotor
beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping

atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

Pengertian sepeda motor tersebut, dapat dirincikan sebagaimana diatur dalam
Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 ayat (1) Tahun 2012

tentang Kendaraan. Kendaraan bermotor jenis sepeda motor meliputi:

a. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah;
b. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa kereta samping;

dan
c. Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) tanpa rumah-rumah.

Persyaratan teknis tambahan untuk Sepeda Motor yaitu kereta samping yang

dipasang pada Sepeda Motor roda dua, harus dilengkapi:

lampu posisi depan;

lampu posisi belakang;

1 (satu) pemantul cahaya pada tepi terluar bagian belakang; dan

lampu penunjuk arah yang dipasang di sisi kiri bagian depan dan

apop

belakang Sepeda Motor

Pada Pasal 77 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012
tentang Kendaraan menyebutkan Lampu posisi depan dan lampu posisi belakang
kereta samping harus menyala apabila lampu posisi belakang Sepeda Motor
dinyalakan. Sepeda Motor yang mempunyai tiga roda dipasang secara simetris
terhadap bidang sumbu Sepeda Motor yang membujur, dan yang diperlakukan
sebagai Sepeda Motor, harus dilengkapi dengan lampu. Lebar Sepeda Motor

sebagaimana tidak melebihi 1.300 (seribu tiga ratus) millimeter.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, modifikasi sepeda motor

adalah dibenarkan. Pengertian Modifikasi Kendaraan Bermotor menurut Pasal 1



59

angka 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau

kemampuan daya angkut Kendaraan Bermotor.

Menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan modifikasi Kendaraan Bermotor dapat berupa modifikasi
dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut. Modifikasi Kendaraan Bermotor
tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu
lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui. Setiap
Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah persyaratan
konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang. Bagi Kendaraan Bermotor

yang telah diuji tipe ulang, harus dilakukan registrasi dan identifikasi ulang.

Pasal 131 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012
tentang Kendaraan menyebutkan modifikasi kendaraan bermotor hanya dapat
dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang
merek.Modifikasi Kendaraan Bermotor wajib dilakukan oleh bengkel umum
Kendaraan Bermotor yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang

industri.

Kemudian pada Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan Bermotor, kereta
gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam
negeri yang akan dioperasikan di Jalan wajib dilakukan pengujian. Pengujian
meliputi:

1. Uji tipe; dan

Uji tipe wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta
gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit
didalam negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan
perubahan tipe. Uji tipe sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan terdiri atas :
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a. pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan
yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan

Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap; dan
b. penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang

dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan,
kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi
tipenya. Selanjutnya Uji tipe dilaksanakan oleh unit pelaksana uji

tipe Pemerintah.

Landasan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap yang telah lulus uji
tipe diberi sertifikat lulus uji tipe. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan, Rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan
modifikasi tipe Kendaraan Bermotor yang telah lulus uji tipe diterbitkan
surat keputusan pengesahan rancang bangun dan rekayasa. Penanggung
jawab pembuatan, perakitan, pengimporan landasan Kendaraan Bermotor
dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap, rumahrumah, bak
muatan, kereta gandengan dan kereta tempelan, serta Kendaraan Bermotor
yang dimodifikasi harus meregistrasikan tipe produksinya. Sebagai bukti
telah dilakukan registrasi tipe produksi, diberikan tanda bukti sertifikat
registrasi uji tipe. Sebagai jaminan kesesuaian spesifikasi teknik seri
produksinya terhadap sertifikat uji tipe, dilakukan uji sampel oleh unit

pelaksana uji tipe Pemerintah.

Sertifikat registrasi uji tipe setiap kendaraan bermotor pada Pasal 25 ayat
(2) Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe
Kendaraan Bermotor, harus mempunyai ciri-ciri spesifikasi teknis yang
sesuai dengan surat permohonan Uji Tipe Kendaraan Bermotor, paling

sedikit meliputi :

a. jenis Kendaraan Bermotor;
b. nomor rangka Kendaraan Bermotor atau Vehicle Identification

Number (VIN);

nomor mesin dan/atau kode motor;

jenis bahan bakar dan/atau sumber energi (power supply); dan
e. jenis transmisi.

/o
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2. Uji berkala.
Dala Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Uji berkala diwajibkan untuk mobil
penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta
tempelan yang dioperasikan di Jalan. Pengujian berkala pada Pasal 53 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan meliputi kegiatan:
a. pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor; dan
b. pengesahan hasil uji.
Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor pada Pasal

53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan, dilaksanakan oleh:
a. unit pelaksana pengujian pemerintah kabupaten/kota;
b. unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat izin

dari Pemerintah; atau
c. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari

Pemerintah.

Pemeriksaan dan pengujian fisik mobil penumpang umum, mobil bus,
mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan
pada Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi pengujian terhadap persyaratan
teknis dan layak jalan. Pada ayat (3) Pasal Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi pengujian
terhadap persyaratan teknis dan layak jalan Pengujian terhadap persyaratan
layak jalan kereta gandengan dan kereta tempelan meliputi uji kemampuan

rem, kedalaman alur ban, dan uji sistem lampu.

Hasil pemeriksaan dan pengujian fisik pada Pasal 54 ayat (5) Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
berupa pemberian kartu uji dan tanda uji. Pada ayat (6) Kartu uji berkala
memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan identitas
pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji, dan masa berlaku hasil uji. Tanda uji
berkala memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan

masa berlaku hasil uji.
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Pengesahan hasil uji dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diberikan oleh:

a. petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri
yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan atas usul gubernur untuk pengujian
yang dilakukan oleh unit pelaksana pengujian pemerintah

kabupaten/kota; dan
b. petugas swasta yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh

Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk pengujian yang dilakukan
oleh unit pelaksana pengujian agen tunggal pemegang merek dan

unit pelaksana pengujian swasta.

Pada Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kompetensi petugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat tanda lulus pendidikan

dan pelatihan.

Dapat dilihat dari uraian ketentuan modifikasi sepeda motor di atas,
menunjukan bahwa modifikasi terhadap kendaraan bermotor yang salah satunya
adalah sepeda motor menjadi becak motor asal saja sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan

adalah dibolehkan atau legal.

. Legal Structure (struktur hukum)
Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan

merupakan posisi tertentu dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi,
sedang atau rendah. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah yang isinya
adalah hak—hak dan kewajiban—kewajiban tertentu. Suatu peranan berfungsi
apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain atau dengan beberapa pihak.
Peranan yang seharusnya dari penegak hukum tertentu, telah dirumuskan dalam
undang-undang. Kedudukan dan peranan penegak hokum adalah berfungsi untuk
menegakkan segala sesuatu yang telah diatur dalam peraturanperaturan yang

berlaku.
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Penegak hukum terhadap Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam Pasal
264 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan, yaitu Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan oleh:
a. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan.
Penyelenggaraan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta
pendidikan berlalu lintas pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meliputi:
a. pengujian dan penerbitan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor;
b. pelaksanaan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor;
c. pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan;
d. pengelolaan pusat pengendalian Sistem Informasi dan Komunikasi

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
e. pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli Lalu Lintas;
f. penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan

penanganan Kecelakaan Lalu Lintas;
g. pendidikan berlalu lintas;
h. pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
i. pelaksanaan manajemen operasional Lalu Lintas.

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dapat dilakukan secara berkala atau
insidental sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan pemeriksaan Kendaraan
Bermotor dalam Pasal 265 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, petugas Kepolisian Negara Republik

Indonesia berwenang untuk :

a. menghentikan Kendaraan Bermotor;
b. meminta keterangan kepada Pengemudi; dan/atau
c. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dalam Pasal 265 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meliputi

pemeriksaan:
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Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat
Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor,

atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;

tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;

fisik Kendaraan Bermotor;

daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
izin penyelenggaraan angkutan.

Kepolisian =~ Negara  Republik  Indonesia  bertanggungjawab  atas

terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan. Penyelenggaraan kegiatan dilakukan melalui kerja

sama antara Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan masyarakat. Untuk

mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam

Pasal 200 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan dilaksanakan kegiatan:

@A

penyusunan program nasional Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan;
penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan Keamanan

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembimbingan, penyuluhan, dan

penerangan berlalu lintas dalam rangka meningkatkan kesadaran

hokum dan etika masyarakat dalam berlalu lintas;

pengkajian masalah Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
manajemen keamanan Lalu Lintas;

pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan/atau patroli;

registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi; dan
penegakan hukum Lalu Lintas.

Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik

Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab

UndangUndang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal

260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan berwenang:
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memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita
sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan

berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan

Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor,

dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;
melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan

Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat
Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai

barang bukti;
melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau

kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan;

membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;

menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;

melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan

Lalu Lintas; dan/atau
melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Pada Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Urusan pemerintahan di bidang sarana dan

Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang

bertanggung jawab di bidang sarana danPrasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Pasal 262 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana

berwenang untuk:

d.

melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik
jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian
dan peralatan khusus;

melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang
dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;

melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi
Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara
tetap;

melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak
memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
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e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor,
atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis
dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau

f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin
penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢ dengan membuat dan
menandatangani berita acara pemeriksaan.

Berdasarkan uraian kewenangan dan tugas Petugas Kepolisian Negara
Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan tersebut, oleh karena itu berwenang untuk melakukan penegakan
hukum terhadap bentor umum yang beroperasional di jalan dalam fungsinya
sebagai angkutan umum atau kendaraan bermotor umum. Karena telah melanggar

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3. Legal culture (budaya hukum)
Masyarakat adalah Kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu

system adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa

identitas bersama.”
Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya

manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan

belajar.”
Faktor masyarakat dan kebudayaan ini memegang peranan sangat penting, hal

ini berkaitan dengan taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat.
Kesadaran hokum merupakan suatu proses yang mencakup unsur pengetahuan
hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Tingkat kesadaran

hukum tercapai apabila masyarakat mematuhi hukum.
Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-

nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang
hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai
tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadiankejadian

yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.”
Sedangkan pengertian kesadaran hukum menurut Sudikno Mertokusumo

berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang

70 Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009, h. 118.
71 Ibid., h. 144.
72 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, h. 152.
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seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap rang lain. Ini berarti

kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain.”
Dari pendapat di atas terlihat, kesadaran hukum sangat berpengaruh dalam

pencegah terjadinya pelanggaran hukum, dalam hal ini pelanggaran lalu lintas dan
angkutan jalan. Karena dengan kesadaran hukum seseorang itu mengetahui yang
seyogyanya dilakukan atau perbuat dan seyogyanya tidak dilakukan atau perbuat

terutama yang dapat merugikan orang lain, masyarakat dan negara.
Namun jika kesadaran hukum masyarakat tidak ada, maka akan menimbulkan

kekacauan di dalam masyarakat akibat perilaku negatif dan melanggar ketentuan

yang berlaku. Kats mengasumsikan 4 fungsi perilaku yaitu:”*
1. Perilaku memiliki fungsi instrumental, artinya perilaku dapat

memberikan pelayananan terhadap kebutuhan. Seseorang dapat
bertindak positif demi pemenuhan kebutuhannya, namun seseorang

juga dapat bertindak negatif bila kebutuhannya tidak tercukupi.
2. Perilaku berfungsi sebagai defence mechanism atau sebagai pertahanan

diri dalam menghadapi lingkungannya. Artinya dengan perilakunya

individu dapat melindungi dirinya dari ancaman yang datang dari luar.
3. Perilaku berfungsi sebagai penerima objek dan pemberi arti, artinya

tindakan yang dilakukan individu selalu berusaha untuk menerima dan
menyesuaikan  diri dengan lingkungannya. Proses tersebut
menimbulkan tindakan-tindakan yang spontan dan dalam kurun waktu

yang singkat.
4. Perilaku sebagai nilai ekspresif dari diri seseorang dalam menjawab

situasi yang dihadapinya. Di sini berarti perilaku yang dilakukan oleh
seorang individu merupakan ungkapan dari apa yang sedang individu

tersebut rasakan.
Dapat dilihat teori perilaku tersebut mencerminkan bahwa perilaku dari

pengemudi bentor umum yang tetap beroperasional adalah dikarenakan untuk
memenuhi kebutuhannya hidupnya walaupun telah menyimpang dari Undang-

Undang yang berlaku.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa antara Undang-undang atau Substansi,

Struktur atau Penegak hukum, Masyarakat dan kebudayaan sangat erat berhubungan

73 Sudikno Mertokusumo, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta,
1981, h. 3.
74 Soekidjo Notoatmodjo, Ilmu Perilaku Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 86.
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satu sama lainnya. Hal ini dapat dijelaskan bahwa UndangUndang sebagai aturan
terhadap perilaku harus ditaati oleh masyarakat. Apabila tidak maka aparat penegak
hukum berdasarkan amanat dari Undang-undang, senantiasa akan menegakkan hukum

terhadap masyarakat yang melanggarnya.

Peranan penegak hukum sebagai pihak yang menegakkan segala hal yang telah
diatur dalam peraturan-peraturan yang berlaku dan hal ini tentu telah dirumuskan
dalam undang-undang. Berkaitan dengan pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk
melaksanakan kegiatan penegakan hukum terhadap hal-hal yang berhubungan dengan
lalu lintas dan angkutan jalan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 264 Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 mengatur pihak yang berwenang melakukan pemeriksaan kendaraan
bermotor di jalan yaitu Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik

Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Terhadap modifikasi kendaraan bermotor seperti contohnya modifikasi sepeda
motor dengan becak tradisional sehingga menjadi becak motor bisa saja dilakukan
dengan syarat harus sesuai dengan persyaratan teknis layak jalan dan persyaratan
administrasi. Ketidaksesuaian dalam modifikasi becak motor dengan yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu Pasal 277
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau
denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Namun perlu
diingat bahwa penggunaan bentor tersebut pada umumnya di banyak daerah dilarang
untuk digunakan sebagai angkutan umum karena bertentangan dengan Pasal 47 ayat (3)
huruf a Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan.

Pada tahap pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan raya, dalam Pasal 265
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian antara lain surat
izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan

bermotor, tanda nomor kendaraan bermotor, atau tanda coba kendaraan bermotor; tanda
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bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji; fisik kendaraan bermotor; daya angkut

dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau izin penyelenggaraan angkutan.

Adanya perbedaan kepentingan antara pihak yang memiliki kewajiban untuk
menegakkan Pasal 285 Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbenturan dengan kepentingan “urusan
perut” dari pengendara becak motor itu sendiri. Tahapan tindakan-tindakan dalam
penegakan hukum terhadap pengendara becak motor oleh Satuan Lalu Lintas Polri
antara lain dilakukan pemberhentian becak motor yang diduga telah melanggar

peraturan berlalu lintas.

Selanjutnya pengendara becak motor tersebut akan dimintai keterangan,
setelah itu dilakukan tindakan penilangan dan penyitaan terhadap kendaraan becak
motor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
(STNK), Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan/atau tanda lulus uji becak motor
tersebut. Contohnya, jika saat dilakukan razia becak motor (juga berlaku bagi razia
kendaraan bermotor lainnya) dan pengemudi becak motor tidak dapat menunjukkan
SIM maka dapat juga dikenai Pasal 281 Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam penindakan pelanggaran dan
penyidikan tindak pidana bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut telah sesuai
dengan kewenangan yang diatur Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Replublik
Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Terhadap
kendaraan becak bermotor tersebut selanjutnya akan dibawa pihak Satlantas Polriuntuk
dilakukan proses pemisahan antara bodi asli kendaraan dengan tempelannya agar

kembali seperti bentuk semula atau bentuk standarnya.



